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TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan
ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggaia Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembalan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengal Undang-Undang Nomor 13

Tah:un 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tal\un 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

'fah.ur\ 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tab:un 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

l 1.

2.

3.



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentt]r.g Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Talun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata CaJa Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan KePala

Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peratura! Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor
157):

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OI2 Ier'tar.g Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);

I 1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan l,embaran Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaral Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2O2l Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 4);



Menetapkan :

12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 31)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20
Ia}].un 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
30 Tahun 2Ol7 te'ftar'g Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2012 ter'tar'g Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2022 Nomor 2O);

13. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubai dengan Peraturan
Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keia
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2O21 Nomor 781:

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN

ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTMTIF PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar

pa.jak, pemotong pajak, dan pemungut pqjak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakai sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah.

5. Rhak Keliga adatah bank atau tempat lain yang ditunjuk untuk
menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan terutang dari Wajib Pajak.

6. Pa.jak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak ada.tah kontribusi wajib
kepada Daerah yarg terutang oleh orang pribadi atau badar yang
bersifat memaksa berdasarkan Undalg-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalart secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi darr Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau



bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Sistem lnformasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah sistem yang digunakan dalam pengelolaan PBB-P2.
9. TErhun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

krlender.
10. Pzrjak Ten-rtang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun
Pzrjak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1 1. Secara Otomatis adalah tanpa melalui pengajuan permohonan.

BAB II
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak

Pasal 2

(1) Pcnghapusan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 "/o (dua
persen), dikenakan untuk seluruh sanksi administratif sebagai akibat
ketetapan Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah

melewati masa jatuh tempo pembayarannya.

(2) Pcmberian penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan Secara Otomatis melalui Sistem
Irrformasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaar'

Bagian Kedua
Pemberlakuan

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 2

berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai
tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 3i Desember 2022.

Pasal 4

Wajib Pajak dapat melakukan pembayarai atas Pajak Terutang PBB-P2 yang

telah diberikan penghapusan sanksi administratif Pajak Terutang

sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada Pihak Ketiga.

Pasal 5

Wajib Pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi administratif Pajak

Terutang berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak sesuai dengan

ketentuao Peraturan Perundang-undangan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I September 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalrkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tansgal22 Agustus 2022

BUPAU-KLUNGKUNG,

I IIYOMAN SI.IWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRSTARIS DAERAH KAE}UPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 31


